
BUPATIKAUR 
PR0VINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 

N0M0R : SJ TAHUN 20 19 

TENTANG 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR N0M0R 102 TAHUN 2018 TENTANG 

PUSAT KESEJAHTERAAN S0SIAL PENANGANAN KEMISKINAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa Peraturan Bupati Kaur Nomor 102 Tahun 2018 

tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan 

Kemiskinan masih perlu penambahan tugas untuk Pusat 

Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan sehingga perlu 

penyesuaian dan penyempumaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan 

Bupati tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan 

Kemiskinan; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tah un 1967 tentang 

Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang 

Pcmbentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma 

dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran 

Negara Republik In donesia Tahun 2003 Nomor 23 

3. 

4. 

5. 

' 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4266); 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lem baran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Ten tang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Repu blik 

Indonesia Tahun 201 I Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 



V 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan 
Negara Republik Indonesia Tahun 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
5294) ; 

Tahun 2012 
Sosial (Lembaran 
2012 Nomor 68, 

Indonesia Nomor 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2016 (Lembara.n Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5864); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal; 

11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanganan Kemiskinan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanganan Kemiskinan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 Ten tang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

13 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 
Tahun 2012 tentang Pekerja Sosial Masyarakat; 



Menetapkan 

15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2012 ten tang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan 
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi 
Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 567); 

16. Peraturan Menteti Sosial Republik Indonesia Nomor 16 
Tahun 2017 tentang Standar Nasional Sumber Daya 
Manusia Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial; 

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang 
Pedoman Umum Verfikasi dan Validasi Data Terpadu 
Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu; 

18. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 
Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah 
Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota; 

19. Peraturan Mentcri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 
Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Sosial Kecamatan; 

20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat 
Peduli Kabupaten/Kota; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 
2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Kaur Nomor 09); 

22. Peraturan Bupati Kaur Nomor 30 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Kaur Tahun 2018 Nomor 595); 

MEMUTUSKAN : 

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 102 
TENTANG PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL PENANGANAN 
KEMISKINAN. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 102 Tahun 2018 tentang Pusat 
Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Kaur 
Tahun 2018 Nomor 667) diadakan perubahan sebagai berikut : 

Ketentuan Pasal 4 ditambahkan huruf baru yaitu huruf i dan huruf j, sehingga 
Pasal berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

Puskesos mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan sosial secara terpadu 
dalam menangani masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ada di desa antara 
lain: 

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesos; 



b. mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat di 

tingkat desa/kelurahan; 

c. mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kedalam sistem aplikasi 
Puskesos yang terhubung dengan SLRT Penanganan Kemiskinan Kabupaten 

Kaur 

d . melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan 
rentan miskin sesuai kepastian Puskesos, agar masyaraka t mendapatkan hak­
haknya dalam menerima pelayanan kesejahteraan sosial tanpa adanya 
hambatan atau diskriminasi karena alasan tertentu 

e. melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada 
pengelola program/layanan sosial d i desa/kelurahan atau di Kabupaten Kaur 
melalui SLRT; 

f. membantu masyarakat untuk mendapatkan penguatan dan pengembangan 
kapasitas agar terlepas dari ketidak mampuan untuk mandiri 

g. membangun dan menindak lanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah 
\.J termasuk Pihak Swasta (CSR) di desa/kelurahan , sesuai dengan mekanisme 

peraturan perundang-undangan; 

h. menyusun laporan kegiatan Puskesos ke SLRT Kabupaten untuk disampaikan 
kepada Sekretariat Nasional dan pihak terkait lainnya di daerah; 

1. diadakan Pleno Dalam Rangka Pelayanan 
Sosial (PSKS) dalam musyawarah 
(muskesdes/kel); dan 

Potensi dan Sumber Kesejahteraan 
kesejahteraan Desa/Kelurahan 

j . kepala Desa sebagai pembina menetapkan anggota pleno yang terdiri dari : 

1. unsur Tokoh Adat 
2. unsur Tokoh perempuan; 
3. u nsur Tokoh Agama; 
4 . unsur pengusaha/Sumber CSR; 
5. unsur Karang Taruna; 
6 . unsur PSM/TKSM/TKSK; 
7. unsur LKS/Pesantren; 
8. perangkat Desa; dan 
9. unsur BPD/LKMD. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur. 

Diundangkan di Bintuhan 
pad a tanggal /'J .J£j)/-embr 2019 

SEKRET RIS DAERAH 
KABUP•Alj_~ KAUR, 

I 

H. NANDAR UNADI, S.Sos, M.Si. 

Ditetapkan di Bintuhan 
pada tanggal 11 Sep!Pmbrt 2019 

~ UP T~ KAUR, 7 

PAUSI 

DERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2019 NOMOR: rttT 




